
   

 
KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR 

 
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR 

NOMOR 177 TAHUN 2024 

TENTANG 

PENUNJUKAN JURU BAHASA ISYARAT KEGIATAN PENGUNDIAN DAN 

PENGUMUMAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI 

KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan  

Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan 

Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

Makassar Tahun 2024, perlu menunjuk Juru Bahasa 

Isyarat kegiatan Pengundian dan Pengumuman Nomor 

Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota Makassar Tahun 2024; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris 

Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang  

Penunjukan Juru Bahasa Isyarat Kegiatan Pengundian dan 

Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6512); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan 

Gubernur, Bupati Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);  

3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor   

49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 

Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 363); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
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21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor  2   Tahun  2024 

Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 

Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2024 Nomor 496); 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 

1316 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon 

peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 

Tahun 2024; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA 

MAKASSAR TENTANG PENUNJUKAN JURU BAHASA ISYARAT 

KEGIATAN PENGUNDIAN DAN PENGUMUMAN NOMOR URUT 

PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL 

WALI KOTA MAKASSAR TAHUN 2024. 

KESATU         : menetapkan Juru Bahasa Isyarat kegiatan Pengundian dan 

Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Wali 

Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana 
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terlampir dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA          : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya 

keputusan ini dibebankan pada Dipa Hibah Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, serta Wali kota dan Wakil Wali kota 

Makassar Tahun 2024.           

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Makassar 

Pada tanggal 22 September 2024 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR, 

 

ttd. 

 

ASRAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KOTA MAKASSAR 

Kepala Subbagian Teknis  

Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  

dan Hubungan Masyarakat, 

 

 

 

Marini Abdullah 


